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Soal RUU KUP

Sektor Informal Kok
Belum Kena Pajak?

SENAYAN menilai, sistem
administrast perpajakan masih
amburadul. Hanya menyasar
pelaku di sektor formal. Kon-
tras dengan pelaku sektor in-
formal vang minim pemasukan
negara dari pajak.

Anggota Komisi X1 DPR
Andreas Eddy Susetyo menga-
tukan, sistem ekonomi Indo-
nesia masth banyak sekor in-
formalnya, Direktora Jenderal
Pajak mesti memikirkan cara
efekul untuk memasukkan
mereka yang belum masuk da-
L sistem ini ke dalam sistem
perpajakan.

Komisi XI DPR. sumbung
Andreas, twelih beberapa kali
mengupayakan agar sekior
informal ini bisa masuk daliam
sistem perpajakan, namun se-
lalu saga udak berhasil. Hal im
pula yang menvebabkan pro-
LR fe anmesn kurang ber-
hasil meningkakan pemasukan
nepara dart sektor pajuk.

“Nah, apakah menginte-
grasikan Nomor Induk Ke-

pendudukan (NIK}), Nomor

Pokok Wajib Pajuk (NPWP),
dan pelayanan publik misal
BPIS akan bisa mendukung?
Kalau dilakukan bagaimana
caranyu di KUP?™ tanya
Andreas dalam Rapat Panja
Rancangan Unding-Undang
Ketentan Umum dan Tata
Cura Perpajukan (RUU KUP)
bersama Tax Center berbagai
perguruan tinggi di Jakarta,
kemurin,

Waukil Ketua Komisi X1
Dolfie OFP menjelaskan, RUU
KUP masuk ke dalam progrim
prioritas legislasi nasional
tahun ini. Kare saat ini
momentun yang epat untuk
melakukan reformasi strukiral
di bidang perpajakan, RULU inj
bertujuan uniuk meletakkan
pondast sistem perpajakan
yang adil, sehat dan akunta-
hel.

RUL KUP yang dirancang
pemerintah berisikan lima
Klaster materi utima, Pertama,
perubahan materi Undang-
Undang Nomor 27 un ten-
tang KUP it sendini. Kedua,
perubabian matert dar Undang-

Undang Pajak Penghasilan
(PPh). Keuiga, perubahan -
teri Undang-Undang Pajak
Penghasilan (PPh), E\u_mp it,
]'u_ruh.lh an materi Undang-
Undang Cukai. Terakhir.
penambahan materi-materi
mengenal pajak karbon.

Doliie mengatakan, sepuluh
tahun terakhir ini pendapatan
negara mengalami wren penu-
runan, sementars keuangan
negara terpukul akibat pan-
demi Covid-19.

Pergerakan siklus ckonomi
yang r.]-.\lll.'lil ini memaksa
APBN bekerja sangat keras,
“Fungsi .j!i!l\.l\l rusionuli-
asi dengan spending berter,
fungsi distwibusi dan stabili-
sasi diprioritaskan unuk s
vive dalam penanganan dam-
pak pandemi dan pemuliban
ekonomi,’ katanya,

Di sisi Tuin,sambung politisi
PDIP.ini, pemerintah masih
dibadapkun pada masalah
ketimpangan antara Produk
Dosmetik Bruto per kapita dan
X Fatio.

Bagaimuna pun pajak meru-
pakan thiang utama penyangga
APBN wang schat di samping

da Penerimaan Negara Bukan
ik (PNBP). Di sumping itu,
dlpulukm punl‘my Lan yang
efisien dan belanja berkui-
litas.

Sementara itn. Perwukilun
Tax Center Universitas Indo-
nesia Vid Adrison menyam-
paikan, kebijakan perp:
pada akhirm lmuuiumu ke per-
ckonomian nasional. Namun
seyogyanyi dilakukan m;l_ilul
heberapa mekanisme.

Mekanisme tersebut seda-
pat mungkin mengubah peri-
laku dari wajib pajak, hingga
efeknyu kepada penerimaan
negar,

Sayangnya. Adrison meli-
hat, banyak pihak yang lupa
bahwa untuk meningkatkan
rax revenue di Indonesia se-
baiknya fokus kepada admi-
nistrasi, bukan tarif, Nah,
salah satu vang bisa dilakukan
adaluh memasukkan lehih
banyak orang ke dalam sistem
pajak, W KAL




